
BUPATI KETAPANG 
PROVINS! KALIMATAN BARAT 

PERATURAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR 56 TAHUN 2018 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PELAYANAN 
TENAGA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KETAPANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk menciptakan ketertiban 
penyelenggaraan operasional dan administrasi, 
meningkatkan kualitas pelayanan serta kelancaran 
kegiatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Ketapang, perlu adanya Standar 
Operasional Prosedur; 

b. bahwa untuk lebih menjamin percepatan dan 
konsistensi operasional dan administrasi pelayanan, 
perlu mengevaluasi dan menyempumakan Standar 
Operasional Prosedur: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar 
Operasional Prosedur Bidang Pelayanan Tenaga Kerja 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959. tent~ng 
Penetapan Undang-Undang Darurat' Nomor 3 Talun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4356); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang 
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4637); 

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Republik Indonesia Nomor Per.31/MEN/XII/2008 
Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit; 

, I 

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1463); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 
tentang Pedoman Standar Pelayanan; 

10. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten 
Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2012 
Nomor 123); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR BIDANG PELAYANAN TENAGA KERJA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otondm. 

3. Bupati adalah Bupati Ketapang. 
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4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah 
pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai 
dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah 
berdasarkan indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai 
dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja 
yang bersangkutan. 

5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik. 

6. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaks~na 
adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang,yang bekerja di 
dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan 
tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

SOP Bidang Pelayanan Tenaga Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Ketapang, yang perinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

(1) Format SOP pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
meliputi: 
a. uraian kegiatan; 
b. pelaksana; 
c. mutu baku yang terdiri dari persyaratan/kelengkapan; 
d. waktu dan output (keluaran); dan 
e. keterangan. 

(2) Pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
disesuaikan atas pertimbangan kebutuhan, perkembangan tuntutan 
peningkatan pelayanan dan peraturan perundang-undangan. 

(3) Penyesuaian SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 
perubahan dan penyederhanaan tahapan dan prosedur, perubahan 
dan penyederhanaan persyaratan, perubahan pelaksana prosedur dan 
perubahan dan pengurangan waktu rata-rata pemprosesan. 

(4) Penyesuaian SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
oleh Bupati. 

BAB III 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 4 

(1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam penerapan SOP. 
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa: 
a. melakukan pengawasan penerapan SOP; 
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b. memberi masukan dalam penerapan SOP; 
c. melakukan penilaian penerapan SOP; 
d. melakukan pengaduan terhadap prosedur yang tidak sesuai dengan 

SOP; dan 
e. memenuhi semua prosedur pada saat meminta layanan. 

BAB IV 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Ketapang. 

Ditetapkan di Ketapang 
pada tanggal 21 Desember 2018 

BUPATI KETAPANG, 

Ttd 

MARTIN RANTAN 
Diundangkan di Ketapang 
pada tanggal 21 Desember 2018 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, 

Ttd 

FARHAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 56 

Salinan sesuai dengan aslinya 

& KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETOA KETAPA , 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR 56 TAHUN 2018 
TENTANG 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PELAYANAN 
TENAGA KERJA DI LINGKUNOAN PEMERINTAH 
KABUPATEN KETAPANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PELAYANAN TENAGA KERJA -- ------- --- ·-- --- ···-- -- -- . 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG 

1. SOP Pelayanan Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Mediator: 
a. Prosedur Perundingan Bipartit; 
b. Prosedur Mediasi melalui Mediator/Pegawai Perantara. 

2. SOP Pelayanan Pengembangan Karier Tenaga Kerja: 
a. Prosedur Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi; 
b. Prosedur Uji Kompetensi; 
c. Prosedur Bimbingan Teknis clan Konsultasi. 

3. SOP Pelayanan Bursa Tenaga Kerja: 
a. Prosedur Pelayanan Penerbitan Kartu Pencari Kerja/Kartu Kuning (AK l); 
b. Prosedur Pelayanan Registrasi E- Bursa Kerja dan Penempatan Pencari Kerja; 
c. Prosedur Pelayanan Registrasi Perusahaan. 

4. SOP Pelayanan di Front Office 
5. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Pencatatan/Pengesahan/Pendaftaran 
6. SOP Pelayanan Pengaduan/Keluhan Pelanggan 
7. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding: 

a. Prosedur Pelayanan Keberatan 
b. Prosedur Pelayanan Banding 
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Nomor SOP 09/OR-B/2018 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanaqal Pembuatan 20 Nopember 2018 
Tanqqal Revisi 20 Nopember 2020 

SEKRETARIAT DAERAH 
Tanaaal Efektif 01 Januari 2019 { 

Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH 

Nama Standar Operaslonal Prosedur (SOP) 

.. .. .. .. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIATOR . . . . . . . - .. -· ---- - ··-·--·-- - . . . .. . . . . .. . ... - -· -· 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 1. Pendidikan minimal S-1/setingkat 
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 2. Memahami ketentuan penyelesaian hubungan industrial 
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasl Republlk Indonesia Nomor 3. Ramah tamah dan bepenampilan baik 

Per.31/MEN/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui 
Perundinqan Bipartit 

4. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 1. Komputer 
2. 2. Sambungan Internet/Intranet 

SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Pencatatan/Pengesahan/Pendaftaran 3. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
3. SOP Pelayanan Front Office 4. Kendaraan Operasional 
4. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding 5. Digital Voi ce Recorder 
5. SOP Pelayanan Pengaduan/Keluhan Pelanggan 6. Kamera DSLR dan Tripod 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan keterlambatan 1. Front Office : buku register 
penyelesaian 2. Mediator : register tahapan penyelesaian 

. .. 

t 



Prosedur Perundingan Bipartit 
Pelaksana Mutu 8au 

No. Kegiatan Poker]a atau Serlkst Mediator Persoflslhan Waktu Output 
Keterangan 

Tim PHI Kopala Dinas Kelengkapan Pokora/sorlkat Buruh .. Hubunaan industrial .. - - - 

Menyampalkan surat pengaduan kepada Kepala Dinas Tenaga ,D Surat Pergoduan da Aduan tarcc tat datan 
$OP Surat 

1. 10 montt Masuk dan Kerja Rogltat PHI buu rogtauter Kotuar 

2 
Melakukan verifikasi dan pembahasan awal, serta menunjuk ± Surt Pergaduan f had penun}ula rod'tet 
Mediator yang ditugaskan 

Memanggil pihak-pihak yang berselisih untuk terdebih dahulu # 6urot trnbusn undangan 3. mengedakan perundingan secara Bipartit paling lama 30 (tiga Pembertthuan/Perms prunding an bipartit 
puluh) hari kerja ggl'an 

Maklrnet 30 hat 
to]ak 

4. Melakukan perundlingan Blpartit: pomangg#tan 

a. Jika Sepakat, membuat Perjanjian Barsama (PB) ct ATK, kompufr dan Porfanflan Boran 
Bukg FR±lat etou Ralah Bi part 

b. Jika tidak, membuat Risalah Bipartit 

5. Mendaftarkan PB ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pedanfa Borsara 7had Peden[an Barera 
tardattar 

Prosodur Modias molalul Modlator/Pogawai Porantara 
Polaksana Muta Baku 

No. Keglatan Poker]a atau Serlkat Modlator Persollalhan Keterangan 
TIm PHI Kopala DInas Kolengkapan Waktu Output 

Pokorfa/Serikat Buruh Hubunaan Industrial 

1. Menyampaikan copy Risalah Bipartit kepada Kepala Dinas , copy Fath B'par 10 mend Adan tarcatat datam 
Tenaga Kerja bulqurogttr 

I 

2. Melakukan verifikasi dan pembahasan lan]utan bersama Mediator ¢ Ratah Bi part 1hed hall pembohs tertunjuk 

I 

3. Memanggi pihak-pihak yang berselisih untuk dllakukan Mediasi ± has! perbah@an 1 had Surat Uodangan 
MedlesN 

4. Melakukan Mediasi: 
Suret Lodangan orsau)an Deramna a. Jika Sepakat, membuat Persetujuan Bersama (PB) Metal dan Rhatah 1hart otau Anluran 

b Jika tidak, membuat Anjuran al'part 

. . 

Menyampaikan PB/Anjuran kepada Pihak-pihak yang berselisih Persetufun Bersama than faad Tedm 5. 0tau An;uran PB'Anjrn 
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NomorSOP 10/OR-B/2018 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanaqal Pembuatan 20 Nopember 2018 
Tanaaal Revisi 20 Nopember 2020 
Tanaaal Efektif 01 Januari 2019 

SEKRETARIAT DAERAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH 

Nama Standar Operaslonal Prosedur (SOP) 

.. --·· PELAYANAN PENGEMBANGAN KARIER TENAGA KERJA 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 1. Pendidikan minimal S-1/setingkat 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional ; 2. Memahami pelatihan kerja 
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman 3. Ramah tamah dan bepenampilan baik 

Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah 
4. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan 
1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 1. Komputer 
2. 2. Sambungan Internet/Intranet 

SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Pencatatan/Pengesahan/Pendaftaran 3. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
3. SOP Pelavanan Front Office 4. Kendaraan Operasional 
4. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding 5. Peralatan dan perlengkapan pelatihan sesuai standar 
5. SOP Pelayanan Pengaduan/Keluhan Pelanggan 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan dan 1. Front Office : buku register 
keterlambatan pelayanan 2. Mediator : register tahapan penyelesaian 

. . . 



Prosodur Pelatihan Korja Berbasis Kompetensi 
Polaksana Mutu Baku 

No. Keglatan Ketorangan 
Kepala Dlnas Kepafa BLK Instruktur BLK Peserta Pelatihan Kelengkapan Waktu Output 

. 

1. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan: dot pemmintan, hall f butan Rena/Ana!isl 

ovalusN, pontnwpars Kebuthan Polatan 

a. permintaan dari pasar/bursa kerja 
"Ahunan 

b. evaluasi hasll kelulusan uji kompetensl 7 c. tawaran dari sponsor/pihak ke 3 

d. menyusun rencana pelatihan tahunan sesuai hasil identifikasi 

Membuat perencanaan pelatihan untuk jangka waktu 3 bulan ke RencendAats 

2 depan: 
Kebututan Polatiha.n 7barf Rencana atathan 

Tahuran 

a. Judul pelatihan 
b. Waktu dan tempat pelatihan I, 

C. Instruktur 
d. Peserta Pelatihan 
e. Penanggung Jawab Pelatihan 

3. Melakukan persiapan sebelum tanggal pelaksanaan pelatihan: ha 
dulungan 

Rencans Pataiten adrendstrst, sarans 
dan komnodest 

a. Untuk Pelatihan Internal tersodla 

- menyiapkan dukungan administratif seperti rencana biaya, 
kuota dan tm panltia 
- menyiapkan dukungan sarana dan akomodasi seperti 
ruangan, white board, spldol, laptop, konekst intemet, « 
proyektor, flip chart, sound system dan pera1atan lain yang 
diperdukan 

b. Untuk Pelatihan Eksternal 
- memastikan persetujuan dan pembayaran kontrak 

C. Menghubungi penanggung jawab/instruktur pelatihan agar 
mengisl sasaran pelatihan pada Form Pengukuran Efektivitas 
Pelatihan 

durrgan 
dmlobratf, s.arena lumhah pert yg 

5. Melaksanakan pelatihan, peserta mengikuti pelatihan , den tkorpodarsl osual tencen6 megt/sampal 
tersedla, rta For polahar dengnbeeslhlerya 

Penguluran walctu pelatiha 
I £fetas Petaihan 

6. 
Mengisi Form Penguuran Efektivitas Pelatihan yang telah berisi ± Form Pangukurn Form P angular 

sasaran pelatihan Etoitvtts Pola tihan 10 man Etektiits Polat.an 
tortl 

. 

� 

Membuat laporan pelakseanaan pelatihan dan merekap fonn 
dolgnntl dan form 

Lapora Petals 
7. pengukuran efektivitas pelatihan 

Pengukuran£felt#ts Pett.h Peat.a 

fl 



-·-· 
8. Membuat laporan penggunaan anggaran pelatlhan 6 ftp dan toitan LporPemggurn 

Ang4o 

Prosodur Uji Kompotonsl 
Pelaksana - Mutu Baku 

No. Keglatan Keterangan 
Kepala Dinas Kopala BLK nstruktur ELK Pesorta Polatihan Ketongkapan Waktu Output 

Membuat perencanaan ujj kompetensi untuk jangka waktu 3 bulan Roncnna/Anal8sh Roncana u, 
1. Kobtuhan fl 7ha 

ke depan: komnptel Tahunan korpoton 

a. Judul uji kompetensi 
b. Waktu dan tempat uji kompetensi 
c. lnstruktur 
d. Peserta uji kompetensi 
e. Penanggung Jawab ujj kompetensl 

2. 
Melakukan persiapan sebelum tanggal pelaksanaan ujf 5hat 

tuunan 

kompetensi: 
Roncano uf odrinltrsf, anano 
kmpotonl dan arornod al 

a. Untuk Ujl Kompetensi Internal tnbdia 

- menyiapkan dukungan administratif seperti rencana biaya, 
kuota dan tim panitia 
- menyiapkan dukungan sarana dan akomodasi seperti 
ruangan, white board, spidol, laptop, oneks! internet, le 

proyektor, flip chart, sound system dan peralatan lain yang 
diperlukan 

b. Untuk Uji Kompetensl Ekstemal 
- memastikan persetujuan dan pembayaran kontrak 

C. Menghubungi penanggung jawab/instruktur pelatihan agar 
mengisi sasaran pelatihan pada Form Pengukuran Efektivitas 
Uji Kompetensl 

- - - du0gan 

'" edrl'ta.tf,arona turmlh pert yo c, dan 4iomnodad 
3. Melaksanakan uji kompetensi, peserta mengikuti uj kompetensi torsods,rta Form sosuzrencans u megut/sarpa! 

enguluran kanpetonsl dengan beraihiny 

Etottvttas ff wartutfl kactens! 

km.potonsl 

4. Mengisi Form Pengukuran Efektivitas Ujj Kompetensi yang telah , Form Pengukuran Ferm Porguaura 

berisi sasaran uji kompetensi 
Efotvtit.as ull t0 men.at Efeitvs u, 
kampeta kornpoansi tasl 

Membuat laporan pelaksanaan uji kompetensi dan merekap form ± dolmentt dn form Lpot Pellon ff 
5. Pengukr &felt-tt 

pengukuran etektivitas uji kompetensl ,lkomnpeten/ lonoetemi 

•·· 

2han 

r 
6. Membuat laporan penggunaan anggaran ujj kompetensi Roisp dn taugian Upon@erg&no 

Angon 



Prosedur Blmbingan Teknis dan Konsultasi 
Polaksana Mutu Baku 

No. Keglatan OPD/Unit Kerja/Pihak Ko Tim Ponerima Jasa ELK Klengkapan WA.ktu Output 
Keterangan 

3 
Instruktur BLK Kopala Dinas 

Menyampaikan Permintaan Pelatihan/Konsultasi (via langsung, 9 
Surat Permintaan 

1. Komptor dan ATK sosua! kobutuhan torcatot dotam bu 
email, telp atau fax) rogiter 

' c Surat Panrintar an 

2. Membuat Surat Penawaran tercatat dalamn buku f hard Sur! Pnwattn 
tegitor 

.. 

3. 
Membuat Kesepakatan Kontrak/SPK (waktu, biaya dan c,- Surat ancwaron 2ha 

Keopakotan 

persyaratan) 
KontrasPK 

4. Mengkaji ulang kontrak: 8 a. Jika Setuju, lanjut pada langkah 5 Kosepakatan 5 had Porsetujuan at4 

b. Jika tidak, mengusulkan perbaikan dan kembali kepada Knta'SK Perubahan 

langkah 3 

5. 
Melakukan pembayaran sesual dengan kontrak t Koe palatn f hat ad Yet 

pelathan/konsultasl Konrad3PK Pemnbay 

6 Keopakatan umah dan ka 

6. Melaksanakan Pelatihan/Konsultasi KantrAk'SPK dan seal kentrok petatih.an,/'on.alt f 
pambayran ditorirra ea kotral 

7. 
Melakukan pelunasan sisa pembayaran sesual dengan kontrak ", Jumlh a lea llt f herd 

ad Teter. 

pelatihan/konsultasi pettierl lot.nal embypr 

I 

8, Melakukan penyerahan Sertifikat Pelatihan/Konsultasi 6 Tonda Torina f hart Tant Term Sert t 
Prbayaran 
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NomorSOP 11/OR-B/2018 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG _,' Tangqal Pembuatan 20 Nopember 2018 
Tana&al Revisi 20 Nopember 2020 8% 
Tanaaal Efektif 01 Januari 2019 

SEKRETARIAT DAERAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH 

Nama Standar Operaslonal Prosedur (SOP) 

PELAYANAN BURSA KERJA - --- -- ··- - - ·- - ·- -·- - -- --·- ··------- 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 1. Pendidikan minimal S-1/setingkat 
2. Peraturan Pemerlntah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional ; 2. Memahami pelatihan kerja 
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman 3. Ramah tamah dan bepenampllan balk 

Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah 
4. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan 
1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 1. Komputer 
2. 2. Sambungan Internet/Intranet 

SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Pencatatan/Pengesahan/Pendaftaran 3. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
3. SOP Pelayanan Front Office 4. Kendaraan Operasional 
4. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding 5. Peralatan dan perlengkapan pelatihan sesuai standar 
5. SOP Pelayanan Pengaduan/Keluhan Pelanggan 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan dan 1. Front Office : buku register 
keterlambatan pelayanan 2. Tim Teknis : register tahapan penyelesaian 

-· - 

n 



Prosedur Pelayanan Penerbitan Kartu Pencari Kerja/Kartu Kuning (AK 1) 
Pelaksana Mutu Baku 

No. -- Kegiatan Petugas Meja Ket Tm Toknis Dinas Kepala Dinas Petugas Meja Pemohon Pelayanan 1, 2 
Nakertrans Nakortrans Pelayanan 5 

Kolongkapan Waktu Output 
dan 3 

( ) nomor antrian dan 
1. Mendaftar dan menyerahkan permohonan ke Petugas meja pelayanan berkes sesuai antran berkas parmohonan 

I penohonanr 

2 - Mencatat nomor pendaftaran berkas 
- Memberikan resi pendaftaran 9 - Memeriksa kelengkapan persyaratan 

berkas - Berkas TIDAK LENGKAP dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi perohonan 5 men.t borkas ponmohonan 
- Berkas LENGKAP dilanjutkan ke Tim Teknis Dinas Nakertrans selaku 
pengolah 

- Melakukan entry data dan upload persyaratan kedalam sistem l berkas yang tolash poreyaratan tor- 

3. - Memastikan Pemohon melakukan pemenuhan ketentuan dan atau I I diber lamber 5 monit upload dan 
pememuhan 

ewajiban lainnya cekdist 
kstentuan 

4. - Melakukan e-review dan tugas entry data , 
- Menyetujui atau menolak permohonan - 
Menyusun catatan pemenuhan ketentuan jika diperlukan penyestaian atau 

beras yang telah 
berkas yang ttah .bend lemnbar 5 monit 

perubahan cellist disetujul etau dtolak 

- Mencetak kartu kuning berks 

5. - Mencetak surat penolakan/keterangan seperlunya I I permohonan yang 10 merit draft kartu kuting 
dis etuful ateu parbokas tau surat panoiakan 

d'tolak 

- Mengoreksi dan memaraf kartu uning 

I I draft kartu draft kartu kuring 
6. - Meneruskan ke Kepala Dinas Nakertrans kuning/surat yang 3 monit @tau suret yang teloh 

telah dipara d.paraf 

◊ draft kartu kuning kartu kunlag otau 
7. Menandatangani kartu kuning atau surat yang 3 men.t surat yang tolot 

to!ah dparaf ditandatangani 

L/ artu uning atau 
Kartu/Surat yang eth $OP Surat Msuk Memberi nomor kartu kuning dan menyerahkan ke petugas meja layanan, I I 
dibu hukn, dip, den dn Sur KAlu 8. serta mendokumentasikan bukti pemrosesan (arsip) 

urat yang telah 3 menit dpdah, srts bl 
da $OP dtand atangani panohon yang tel.ah PengeolanAp tern 

Mr KartuSurat yang 3 menit Tandaukt 

Menyerahkan surat / sertifikat / kartu / lainnya ke pemohon disertai bukti I I 
tolah dibukuken, pensrimaan berkas 

9. 
penyerahar lap, dan diplia 

I 
-l -·- 

- - Ku'sioner tingkat 

10. Mengisi kuisioner tingkat kepuasan pelayanan ( ) 
uis ioner ata 

3 menit 
opuasan pelayanan 

sejerisnya yang sudsh di isi 
pemohon 

l·,_ - - 



Prosedur Pelayanan Registrasi E- Bursa Kerja dan Penempatan Pencari Kerja 
Pelaksana Mutu Baku 

No. Keglatan Tim T~knfs DInas Kopala Dinas Potugas Kis 3 In Ket Pencaker Kelongkapan Waktu Output Nakortrans Nakertrans f 

1. Mendaftar secara online ( ) data pencaker 

sosual en/y data 
f ebutuan 

2. Mengisi dan mengirimkan formulir I data dn pencaker 

4 

I I omal atau telopan seuai konfnasl 
3. Mengotomatisasi password poncake¢ kobutuhan 0tomot'sasi 

password 

, 
4, Melakukan login dan mencari lowongan I I password $suai dattar lwongan ctonatisasl kebu tuhan 

' 
5. Melakukan tugas entry data, mengirim lamaran dan daftar riwayat hidup I I data di poncaker sesuai 

entry data kebutuha 

w 

6. Memastikan keberhasilan pengiriman data I I entry data ssuai notifkasi 
kebutuha kebartasilaa 

L 
7. Membandingkan realisasi pengisian lowongan melalui aplikasi, pengisian I I ontry data aphkasl per 3 bulan rekp dota 

lowongan manual dan data rill di lapangan 

l 
roka data don la porn gpmbukn de 

8. Membuat laporan realisasi pembukaan dan penerimaan lowongan I I 1 minggu peoglan lworgan anal/sis 4owber 

9. Melakukan back up data I I entry data per 3 bulan back up data 

I 

1 
- . 

- 

( ) rekonendasi sesual tndak larjut 10. Menindaklanjuti rekomendasi laporan realisasi secara berkala laporan kebutuhan rekoendasi perencanaan 



Prosedur Pelayanan Registrasi Perusahaan 
Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan . Petugas Klos 3 In Tim Teknls Dinas Kepala Dinas Ket 
Perusahaan Kolongkapan Waktu Output 

1 Nakortrans Nakertrans 

1. Mendaftar secara online ( ) data dii pencaker 

gesuai 
entry data ., kebutuhan ... 

2. Mengisi dan mengirimkan formulir I I data di pancaker 

◊ sesual konfimmasl 

3. Melakukan verifikasi entry data otometlsasi 
kebutuhar password 

L 
4. Melakukan login dan mengirimkan lowongan I I password sesuai daftar lowongan otomatlsel kebutuhan 

ly 

5. Melakukan tugas entry data, akses data pelamar dan alumni I I deta lwongan sosual 
kebuthan 

data lowngan ter 
antry 

6. Memastikan keberhasilan pengiriman data I I entry data 
sesuai 

kebutuh.an 

J 
7. Membandingkan realisasi pengiriman lowongan melalui aplikasi, I I entry data oplkasl per 3 butan rekap data 

pengumuman lowongan manual dan data riil di 
lapangan 

44 

Membuat laporan realisasi pembukaan dan penerimaan lowongan I I ekap data dan le porn pembukan da 

8. 
1 minggu pengtsban wongon 

analli sls scats brial 

V 

9. Melakukan back up data I I entry data par 3 butan back up data 

- � -- "' $esuai 

10. Menindaklanjuti rekomendasi laporan realisasi secara berala ( ) rekomendosi kebutuhan 
tindak lanjut 

lapoman rekocondasi 
porencanaan 

/ 



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG 

SEKRETARIAT DAERAH 

Nomor SOF '12/OR-B/2018 

[angga! Pembuatan [9pesemnbar 2?9u? L Tanaal Revisi [20 Desember 2020 
Tanaqal Efektif [01 Januari 2019 

Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH 

Nama Standar Operaslonal Prosedur (SOP) 

PELAYANAN DI FRONT OFFICE 

DasarHukum 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Persellsihan Hubungan Industrial; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Slstem Pelatlhan Kerja Nasional ; 
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

Per.31/MEN/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui 
Perundingan Bipartit 

5. Peraturan Menterl Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah; 

6. Peraturan Bupatl Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Funasi, serta Tata Keria Dinas Tenaaa Keria dan Transmiarasi; 

Keterkaitan 
1. SOP Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediator; 
2. SOP Pelayanan Pengembangan Karier Tenaga Kerja; 
3. SOP Pelayanan Bursa Kerja; 
4. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 
5. SOP Pelayanan Pengaduan/Keluhan Pelanggan 
6. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding 
7. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat 

Pencatatan/Pengesahan/Pendaftaran 

Peringatan 

Kualifikasi pelaksana 
1. Pendidlkan minimal D3/setingkat 
2. Memahami ketentuan pelayanan 
3, Dapat mengoperasikan program/aplikasi 
4. Memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi, sopan santun, ramah dan 

bertanggung jawab penuh dengan pelanggan 
5. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam memahami kebutuhan 

Pelanggan 

Peralatan/ perlengkapan 
1. Komputer 
2. Sambungan Internet[Intranet 
3. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
4. ATK 

Pencatatan dan pendataan 
Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan keterlambatan 
penyelesaian 

1. Front Office 
2. Tim Teknis 

: buku register 
: buku register tahapan penyelesaian 



Prosedur Pelayanan di Front Office 
Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan - - Petugas Me]a Tim Teknis Dinas Kepala Dinas Petges Mola Petugas Meja Ket 
Pomohon Polayanan 1, 2 Polsysnan 4 (Tim Ketengkapan Waktu output 

dan 3 Nakertrans Nakartrans Panortma Jasa BLK] Pelayanan 5 

1. Mendaftar dan menyerahkan permohonan ke Petugas meja pelayanan untuk ( ) nomar ant\an dan 

seluruh jenis pelayanan berkas sesual antrdan berkas permohonan 

I pormohonan 

2. - Mencatat nomor pendaftaran berkas ' 
- Memberikan resi pendaftaran <> ·-Memeriksa kelengkapan persyaratan 
- Berkas TIDAK LENGKAP dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi berkas 

- Berkas LENGKAP dilanjutkan ke Tim Teknis Dinas Nakertrans selaku permnohon.an 
5 menit berkas parmchonan 

pengolah 
- 

Menginformasikan kepada pemohon pemanggilan embali atau 

jadwal 

verifikasi lapangan (bila diperlukan) 

3. - Melakukan entry data dan upload persyaratan kedalam sistem 
- 

- Melakukan tugas atau verifikasi lapangan bersama Tim Teknis terkait l 
borkas yang ta'ah persyaratan tor- 

- Memaslikan Pemohon melakukan pemenuhan ketentuan dan atau tugas I I 
dibori lembar upload, kunjungan 

co'ist dan [adwal 1hari lapangan dan 

lapangan lainnya 
poninjauan pomenuhan 
lapangan ketontuan 

4. - Melakukan e-review dan tugas/verifikasi lapangan ' - Menyetujui atau menolak permohonan baas yang teat berkas yang telah 

- Menyusun revisi atau catatan pemenuhan ketentuan jika diperlukan diberd embar 1 hard disotujul tau dtolak, 

penyesuaian atau perubahan 
coklist dan Jadwol dan RRekomendasi 

- Menghitung pembayaran 
tugas lapangan m Tokal 

5. - Mencetak surat I sertifikat / kartu / lainnya 4 

- Mencetak surat penolakanlketerangan seperlunya I I 
berkas 

- Mencetak invoice/kuitansi pembayaran 
permohonan yang 15 menit draft surat/sertifkat 

layak dan perberkas atau surat penolakan 
ls.etujut 

6. - Mengoreksi dan memaraf surat izin/rekomendasi/lainnya w 

- Meneruskan ke Kepala Dinas Nakertrans I I draft draft surat/sertfkat 
urat/sort.fat 3 menit 

yang ta'ah dparef 
yang telah diparat 

7. - Mengoreksi dan memaraf surat sertifikat/ kartu lainnya 
Lr 

- Meneruskan ke Bupati I I draft draft surat'eartifkat 
surat/sertifikat 3 merit 

yang telah diparaf 
yang toleh diparaf 

I 

8. Mengoreksi dan menandatangani surat I sertifikat I kartu / lainnya ◊ draft surat/sertifikat yang 
urat'serttkat 5 menit 

yang telah d.parat 
tel!ah d.tandatangani 

9. Memberi nomor surat I sertifikat / kartu / lainnya dan menyerahkan ke 4 
urat/sert fast yang telah SP Surat Maso# 

surat/sartifiket dtubule, dcp, dan 

petugas meja layanan, serta mendokumentasikan bukti pemrosesan (arsip) I I d Surat Kelu 
yang telah 5 monit dpoh, erts berk den SOP 

dtandatangani permohonen yg tats 
teNmnpan Pegelolaan nap 

10. Menerima pembayaran berdasarkan besaran yang telah ditetapkan di dalam 
- . - 

invoice/kuitansi pembayaran, dan menyerahkan tanda/bukti I I invoice'kuitansi lembar ke-2 invoice 

pembayaran/pelunasannya kepada Pemohon pembayaran 
3 menit yang telah tersimpan □ 



Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Petugas Mo]a Tim Teknis DInas Kepala Dinas Potugs Meja Petugas Mo]a Ket 
Pemohon Pelayanan 1, 2 Potayanan 4 (lm Kolengkapan Waktu Output 

dan 3 Nakortrans Nakertrans Ponerfra Jana BLK) Pelayanan 5 

Q Surat/sertat 3 menit Tandabukti 
yang to!ah ponerimaan beras 

dibukukan, dicop, dan tandatukti 

11, Menyerahkan surat I sertifikat / kartu / lainnya ke pemohon disertai bukti I l dan dipi!ah petunasan yang telah 

penyerahan 
torsimpan 

I 
12. Mengisi kuisioner tingkat kepuasan pelayanan Kuisioner tingkat 

( ) uisioner atau 3 menit kepuasan pelayanan 
sejenisnya yang sudah d isl 

pemohon 



%% 
NomorSOP 13/0R-8/2018 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tan@@~f Perribuatan 20 Nopember 2018 
Tanaaal Revisi 20 Nopember 2020 
Tanaqal Efektif 01 Januari 2019 

SEKRETARIAT DAERAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH 

Nama Standar Operaslonal Prosedur (SOP) 
PELAYANAN PEMBETULAN ATAU PERBAIKAN SURAT/SERTIFIKAT 

, . - . - PENCATATAN/PENGESAHAN/PENDAFTARAN - 

Kualifikasi pelaksana 
- . 

Dasar Hukum 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 1. Pendidikan minimal D-3/setingkat 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 2. Memahami ketentuan pembetulan atau perbaikan surat/sertifikat 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Slstem Pelatihan Kerja Nasional; 3. Ramah tamah dan bepenampilan baik 
4, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

Per.31/MEN/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui 
Perundinqan Bipartit 

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penvelenooaraan Sistem Pelatihan Keria Nasional di-Daerah: 

6. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan 
1. SOP Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediator; 1. Komputer 
2. SOP Pelayanan Pengembangan Karier Tenaga Kerja; 2. Sambungan Internet/Intranet 
3. SOP Pelayanan Bursa Kerja; 3. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
4. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 4. ATK 
5. SOP Pelayanan Pengaduan/Keluhan Pelanggan 
6. SOP Pelayanan Front Office 
7. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan keterlambatan 1. Front Office : buku register 
penyelesaian 2. Tim Teknis : buku register surat/sertifikat 

pencatatan/ pengesahan/pendaftaran 

- 

, 



t/S rffik t I . s P ·b:ik t b t I p P I ea anan em e u an a au er at an ura e I I a zIn 
Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Potugas Front Oiflco Tim Toknls PH/Bursa Potugas Front Office Petugas Front OIflco 
Layanan Pengaduan/ Kor]a/BLK Penortmaan Berka Kasl sosual [enls Layanan Pongambltan Kelengkapan Waktu Output 

Kompl~in Surat/Sert[fist/Kartu 

1 Meminta Pemohon untuk mengisi formulir pembetulan Surat/Sertifiat/Katu 
dengan melampirkan Surat/Sertifikat/Kartu, beserta copy ( ) 

Sura/Sertifkat/Kartu As!i dan copy berkbs 
berkas permohonan yang bersangkutan (jika ada) Asli dan copy berkas 5 menit permohonan, Formullr permohonan Pernbetulan 

2 Memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan pada 
tempat penyimpanan (jia pemohon tidak memiliki fot0copy 
berk~s), d~n melihat kes~suaian antar~ berkas 
permohonan dengan Surat/Sertifikat/Kartu asli: 

a. Jika kesalahan pengetikan, kepada Pemohon 
diberikan potongan lembar pembetulan sebagai tanda Surat/Sertfikat/Kartu Surat/'Sertifikat/Kartu 
terima, den Surat/Sertifikat/Kartu asli dan berkes Asli dan borkas 5 menit As dan berkos 
permohonan yang bersangkutan diteruskan kepada permohonan, Fonrutir perohonan, Formulr 

Tim Teknis PH/Bursa Kerja/BLK untuk diperbaiki Pembetulan Pembetulan 
\L/ 

b. Jika kesalahan pada berkas permohonan, kepada / Surat/Sertifika'Kartu 
Pemohon diminta agar terlebih dahulu memperbaiki Surat/Sertifikat/Kartu Asli dan berkas 
berkas, dan kemudian mengulang permohonan Ast dan berkas 5 menit permohonan yang telah 

dengan menyampaikan berkas ke Petugas 
penmohonan, Formullr dpertaiki, dan Formulr 

Pembetutan Pembetutan Penerimaan Berkas 

3 Memperbaiki dan melakukan pembetulan kesalahan d Sura/SerttfstKartu Kumpulan 
pengetikan pada Surat/Sertifikat/Kartu asli, dan diteruskan I I Asli dan berkas 15 menit Surat/Sertifikat'Kartu 
dengan prosedur reguler penerbitan SuraUSertifikaUKartu permohonan, Formulir perterkas don berkas 

Pembetutan pormohonan 

4 Menerima berkas pembetulan SuraUSertifikat/Kartu asli , 
Sura/Sertfkat/Kartu As Berkas Permohonan arena esalahan pada berkas permohonan, dan I I dan berks permahonan 5 menit yang telah diberi 

diteruskan dengan prosedur regular penerbitan yang telah diparbail, dan 
nomor urut 

Surat/Sertifikat/Kartu Formu Pembetutsn 

5 Membuat catatan pinggir pada register ,j, Surat/Sertifkat/ Surat/Sertfikat/ Kartu 
Surat/Sertifikat/Kartu mengenai alasan perbaikan atau . I Kartu perbaikan 

5 menit pertaikan yang telsh 

penggantian Surat/Sertifikat/Kartu , dibukukan 

I Surat/Sertifikat/ 
d Tanda/bukti 

Melakukan pemberitahuan dan penyerahan Kartu yang telah penerimaan berkas 
6. Surat/Sertifikat/Kartu kepada Pemohon ( ) dibukukan, 3 menit yang telah dicap/stempel basah, tersimpan dan dipi1ah 

2 



a NomorSOP 14/OR-B/2018 

# PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanaaal Pembuatan 20 Nopember 2018 
Tanaaal Revisi 20 Nopember 2020 

&£.9 SEKRETARIAT DAERAH 
Tanaqal Efektif 01 Januari 2019 

Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH 

Nama Standar Operaslonal Prosedur (SOP) 

. - - - PELAYANAN PENGADUAN/KELUHAN PELANGGAN 
--- . - -- - ----- . ------ ---- 

DasarHukum Kualiflkasi peiaksana 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 1. Pendidikan minimal D-3/setingkat 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 2. Memahami ketentuan penanganan pengaduan 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional ; 3. Ramah tamah dan bepenampilan baik 

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 
Per.31/MEN/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui 
Perundinqan Bipartit 

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penvelenaaraan Sistem Pelatihan Keria Nasional di Daerah; 

6. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan 
1. SOP Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediator; 1. Komputer 
2. SOP Pelayanan Pengembangan Karier Tenaga Kerja; 2. Sambungan Internet/Intranet 
3. SOP Pelayanan Bursa Kerja; 3. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
4. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 4. ATK 
5. 

SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Pencatatan/Pengesahan/Pendaftaran 
6. SOP Pelayanan Front Office 
7. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan keterlambatan 1. Front Office : buku register 
penyelesaian 2. Tim Penanganan Pengaduan : register tahapan penyelesaian 

-- - 



Prosedur Pelavanan Pengaduan/Keluhan Pelangqan 
Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan TimPenanganan Output 
Keterangan 

Front Office Pengaduan Pemohon Kelengkapan Waktu 

1 Menerima pengaduan/keluhan 
atau kritik 

dengan 

lisan atau 

tertulis, 

balk pengaduar/keluhan atau pengaduar/keluhan atau 
secara langsung/telepon/tertulis/email/sms, atau yang dimasukkan ( l knitik dengan isan atau 5 menit knitik dengan lisan atau 
kedalam ke kotak saran tertulis tertulls diterima 

2 Melakukan pencatatan setiap keluhan kedalam buku register, melakukan 
konfirmasi dan klarifikasi. awal: 
a. keluhan secara lisan, akan langsung diterima dengan pengaduan/kelhan atau 

mendengarkan dan mencatat isi keluhan tersebut, diatasi atau pengaduan/keluhan atau sesuai kepertuan 
kitik s.an yang dapat 

diselesaikan pada waktu tersebut, atau diteruskan kepada Tim I I knitik fisan dan register disoleselkan atau 

Penanganan Pengaduan diteruskan 

b. keluhan secara tertulis, diteruskan kepada Tim Penanganan pengaduar/keluhan atau 
pengaduan/keluhan atau 

Pengaduan kritik tertulis dan register 
3 menit krittk tertulis yang 

diteruskan 

3 Memeriksa setiap pengaduan, melakukan konfirmasi dan klarifikasi lebih 
lanjut: 
a. jika pengaduan tersebut jelas dan berdasar, maka akan dianalisa 

langsung oleh Tim, dan akan ditetapkan rencana tindak lanjut dari pongaduan/keluhan atau 
1jam rencana tindak lanjut . , ritik lisan atau tertu!is 

pengaduan tersebut I I -- ' 
b. jika pengaduan tersebut tidak berdasar atau tidak jelas, maka pengaduan/keluhan atau 

pengaduan dianggap telah tertangani dan selesai untuk kemudian pengaduan/keluhan atau 
1jam kritik yang telah tertanganl 

dicatat dalam laporan 
ritik is.an atau tertulis dan torcatat dalam laporan 

4 Melakukan konfirmasi tindak lanjut kepada masyarakat yang 
konfirmasl masyarakat dan mengajukan keluhan. Jika yang bersangkutan menerima hasil rencana I I rencana tindak lanjut pengaduankethan yang 

tindak lanjut, maka pengaduan dianggap selesai oleh Tim, dan akan 1 jam telah tertangani, serta 
dicatat dalam laporan tercatat dalam laporan 

5 Melakukan mediasi jika yang bersangkutan tidak menerima rencana 
tindak lanjut, dimana Tim dengan masyarakat akan mencari solusi 

Mr konfirmasi tindak lenjut 
bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan berazaskan I I pengaduan/kelunan atau 1 hard solusi bersama 
pada "win-win solution", yang berarti tidak ada yang kalah atau dirugikan kritik 
atau tidak ada yang menang dalam pengaduan tersebut 

6 Meneruskan pengaduan tersebut ke Bupati Ketapang jika masyarakat , 
leporan penanganan 

yang bersangkutan masih belum dapat menerima solusi yang ditawarkan ( ) laporan penanganan 1 han pengaduan yang telah 
pengaduan diteruskan dan telah 

tersimpan sebagai arsip 

¥\ 
/ I 
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' SEKRETARIAT DAERAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH 

Nama Standar Operaslonal Prosedur (SOP) 

PELAYANAN KEBERATAN DAN BANDING 
- . - .. ·--- --- --- - - - - 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 1. Pendidikan minimal D-3/setingkat 
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 2. Memahami ketentuan pembetulan atau perbaikan surat/sertifikat 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional ; 3. Ramah tamah dan bepenampilan baik 
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmlgrasi Republik Indonesia Nomor 

Per.31/MEN/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui 
Perundinqan Bipartit 

s. Peraturan Menter! Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penvelenacaraan Sistem Pelatihan Keria Nasional di Daerah; 

6. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan 
1. SOP Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediator; 1. Komputer 
2. SOP Pelayanan Pengembangan Karier Tenaga Kerja; 2. Sambungan Internet/Intranet 
3. SOP Pelayanan Bursa Kerja; 3. Alat Komuniksasi (HP atau HT) 
4. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 4. ATK 
5. SOP Pelayanan Pengaduan/Keluhan Pelanggan 
6. SOP Pelayanan Front Office 
7. SOP Peiayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat 

Pencatatan/Pengesahan/Pendaftaran 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan keterlambatan 1. Front Office : buku register 
penyelesaian 2. Tim Teknis : buku register keberatan dan banding 

(., 
I' ' 



A. Prosedur Pelayanan Keberatan 
Pelaksana Mutu Baku 

No. Kegiatan Tim.Teknis Kasi/Kabid Kepala Dinas Keterangan 
Pemohon Front Office PHI/Burga Bupati Kolengkapan Waktu Output 

Kerla/BLK torkait Nakortrans 

Mengisi form keberatan yang telah disediakan atau surat form ksberatan ate 
( ) permohonan 

1. permohonan keberatan disertai alasan dan argumen yang surat permohonan ual keperduan 
keberatan 

memadai 
I 

ketoratan 

d - 
Menerima formulir atau surat keberatan dan mencatatnya ke I I peamohanan penohonan 

2. 3 merit keberatan ditarima 
dalam Buku Register Permohonan Keberatan eboratan dan tereg'star 

I 
Meneliti kelengkapan permohonan keberatan, dan dilakukan ' 

3. penelitian kembali: 

a. menentukan apakah keberatan tersebut memenuhi syarat, I I penohonat ceklist entry data dan 

sesuai keriteria dan atau stander kboratan dan form 5hei poir-poin rencana 

menentukan tingkat keberatan dan pejabat pemberi 
data entry penyolesaipn 

b. 
keputusan 

Menyusun Laporan Hasil Penelitian untuk tingkat keberatan yang I I 
ceklist entry data dan Laporan Hasil 4. dapat diselesaikan pada tingkat Tim Teknis PHI/Bursa Kerja/BLK 

poin-poln rencana Pens!llan pen yelesalar 

5 hard 

«1, 
Menyusun Laporan Hasil Penelitian Awal untuk tingkat keberatan I I 

cokd.st entry data dan Lporn Has 
5. yang diselesaikan pada tingkat OPD dan atau Bupati Ketapang 

pin poin roncana 
Penoian Awal 

penyelesaiar 

Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian dengan dilampiri surat L Laporan Has 
permohonan keberatan kepada Kepala Dinas untuk diteliti dan I L I l Panetian dan Surat 

6. dlpertimbangkan apakah permohonan keberatan dapat diterima I �1 Perohonan 
Koberatan 

atau ditolak $0OP Surat 
5 had Masuk dan Sur 

Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Awal dengan dilampiri dr Koluar 
Leporan Hasil 

surat permohonan keberatan kepada Kepala Dinas dan atau I k l>l 7 I I Peneltian Awa! dan 
keputusan ponolekan 

5. Bupati Ketapang untuk ditellti dan dipertimbangkan apakah I' --, Surat Permohonan 
koberatan atau 

koputrs.an keberatan 

permohonan keberatan dapat diterima atau ditolak 
Keberotan 

L 
Memfasilitasi rapat atau pertemuan penyelesaian keberatan jika I I 

Laporan Hasi' 

6. 
Poneftian Awal dan 1hard 

diperlukan Surat Permohonan 
Keboratan 

- . - 
VV 

Membuat Surat Keputusan Penolakan Keberatan untuk keberatan I I keputusan penclakan 
Surat Koputusan 

Penolakan Keberatan 
7. yang tidak disetujui, atau Surat Keputusan Keberatan apabila .. koberatan atau 1 hard atau Surat Keputusan 

disetujui LJ 
ke putusan koberatan Keberatan 



Pelaksana Mutu Baku 

No. Keglatan Tim Teknls Kasi/Kabid Kepala Dinas Keteranga 
pemohon Front Office PHI/Bursa terkait Nakertra_ns 

Bupati Kelangkapan Waktu Output 
Keria/BL.K 

Melakukan pemberitahuan dan penyerahan Surat Keputusan Q 
tanda terma yang 

8. Penolakan Keberatan atau Surat Keputusan Keberatan kepada I I 

3 menit 

Pemohon Surat Koputusan 
telah tersipan 

I Penolakan Keberatan 
atau Surat Koputus an 

I Koberatan, tand 
terina dan register 

9. 
Mencatat kedalam buku register Keputusan Keberatan dan ( ) 5 menit 

surat keputus.an 

memberi tembusan kepada pihak terkait teregister 

B. Prosedur Pelayanan Banding 

Mengajukan permohonan banding terhadap keputusan bupati 
Permohonan dan 

1. ( ) Sa\nan Surat sesuaikeperluan permohonan banding 
tentang keberatannya hanya kepada Pengadllan Negeri Keputusan Penolakan 

Keberatan 

Melakukan pengajuan dengan alasan yang jelas dalam jangka 
d 

I I 
Permchonan dan 

2. waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dan dilampiri 
Safinan Surat sesuai eparluaa permohoran banding 

Keputusan Panolakar 
salinan surat keputusan keberatan tersebut Keberatan 

L 
3. Memastikan Pemohon memenuhi keputusan Pengadilan Negeri I 

I I I Ke putusan inspeksi darn 

]> • engaditan Nege 
sesuai ketontuan 

pelaporan 

w Keputusan 

4. Memenuhi atau mengajukan banding ke Pengadian Tinggi ( ) Pangadlan Negard 
$0suai ketentuan 

pemeruhan atau 
atau permnohonan penmohonan banding 

banding 

0 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUMg 
SETDA ETAPA! • ' 

/ 
H 

BUPATI KETAPANG, 

Ttd 

MARTIN RANTAN 


